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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan  

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah 

Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan adalah berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah terdapat bukti awal 

yang cukup, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam 

dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik 

jari dan memotret tersangka, melakukan pemindaian terhadap orang, barang, 

binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui 

pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan 

dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita, melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti 

Narkotika, meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 

2. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan  adalah  

antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak 

pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya 

cukup lama, Saksi narkotika yang engan dijadikan saksi, kemampuan 
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operasional, Pengawasan dan Pengendalian. Upayanya penanggulangan 

Kepolisan Resort melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif 

dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain 

sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan 

secara institusional mapun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. 

Penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi 

kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan, selain itu diterapkannya 

rehabilitasi. 

 

B.  Saran 

1. Kewenangan penyidik polri dalam tindak pidana narkotika, pihak kepolisian 

diharapkan memberikan ceramah tidak hanya ke daerah-daerah besar saja, 

polisi juga perlu memberikan ceramah ke desa-desa kecil untuk mencegah 

penyebaran Narkotika terjadi. Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak 

kepolisian untuk mengungkapkan perkara pidana. Seperti memberikan 

informasi tempat, memberikan informasi pelaku dan juga bisa ikut melakukan 

penyidikan seperti mengawasi dari suatu tempat atau bahkan mengawasi dari 

rumah saja.  

2. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak menutupi kasus oleh karena alasan 

takut keluarga atau kerabat juga terjerat dalam kasus Narkotika, karena justru 

dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, polisi dapat 

mengambil tindakan apa yang seharusnya diterima. 
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